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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7329 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa  perkara  tindak  pidana  korupsi  pada  tingkat  kasasi  yang

dimohonkan  oleh  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Cimahi,  telah

memutus  perkara para Terdakwa:

II. Nama : DANI SURYANA bin E. RUSNEDI;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/24 Januari 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Daya Mekar RT 003 RW 003 Desa

Cikalong,  Kecamatan   Cikalongwetan,

Kabupaten Bandung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

III. Nama : DEDIH  RUSNAWAN  alias  JUHRI   bin

SYAMSUDIN;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/10 November 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Daya Mekar RT 005 RW 003 Desa

Cikalong,  Kecamatan  Cikalongwetan,

Kabupaten Bandung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama : ALIT  SETIAWAN bin UDIS almarhum;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/29 Juli 1971;
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Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Daya Mekar RT 001 RW 003 Desa

Cikalong,  Kecamatan   Cikalongwetan,

Kabupaten Bandung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

V. Nama : DUDIN TAJUDIN bin ATIP almarhum;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/9 Juni 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung  Cikawaren  RT  01  RW  019  Desa

Cikalong,  Kecamatan   Cikalongwetan,

Kabupaten Bandung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa tersebut diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi   pada   Pengadilan   Negeri   Bandung  bersama-sama  dengan

Terdakwa I:

I. Nama : IIN SOLIHIN. S.Ag bin H. SAHLI;

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/29 Februari 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Daya Mekar RT 003 RW 003 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan,

Kabupaten Bandung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan  Kepala  Desa  Cikalong  Kecamatan

Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat;
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Para  Terdakwa  tersebut  berada  dalam  tahanan  Rumah  Tahanan

Negara sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung

karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair :

Subsidair :

Perbuatan para  Terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam

Pidana  dalam  Pasal  12  huruf  a  juncto Pasal  18  Undang-

Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 Ayat

(1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 

Perbuatan para  Terdakwa sebagaimana diatur  dan diancam

Pidana dalam Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi  juncto Pasal  55 Ayat  (1)  Ke-1 KUHP  juncto

Pasal  64  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana

(KUHP);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cimahi tanggal 27 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IIN SOLIHIN, Terdakwa II DANI SURYANA bin

E.  RUSNEDI,  Terdakwa  III  DEDIH  RUSNAWAN  alias  JUHRI   bin

SYAMSUDIN,  Terdakwa  IV  ALIT   SETIAWAN  bin  (alm)  UDIS  dan

Terdakwa V DUDIN TAJUDIN bin (alm) ATIP tidak terbukti secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi

sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18

Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal

64 Ayat (1) KUHP;
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2. Menyatakan Terdakwa I IIN SOLIHIN, Terdakwa II DANI SURYANA bin

E.  RUSNEDI,  Terdakwa  III  DEDIH  RUSNAWAN  alias  JUHRI   bin

SYAMSUDIN,  Terdakwa  IV  ALIT   SETIAWAN  bin  (alm)  UDIS  dan

Terdakwa V DUDIN TAJUDIN bin (alm) ATIP telah terbukti secara sah

dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Korupsi

sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  dakwaan  Subsidiair

Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal

64 Ayat (1) KUHP;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I  IIN SOLIHIN, S.Ag.

BIN H. SAHLI selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana

penjara  terhadap  Terdakwa  II  DANI  SURYANA  bin  E.  RUSNEDI,

Terdakwa  III  DEDIH  RUSNAWAN  alias  JUHRI   bin  SYAMSUDIN,

Terdakwa IV ALIT  SETIAWAN bin (alm) UDIS dan Terdakwa V DUDIN

TAJUDIN bin (alm) ATIP masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6

(enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Para

Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-

masing  Terdakwa  sebesar  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)

subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 53  (lima  puluh  tiga)  bundel  Persyaratan  penerbitan  Sertifikat  Hak

Milik, terdiri dari :

1. Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik a.n. Mamun Sudrajat,

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat  Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 4.657 m2 tanggal 04 Juli

2018;
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- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Gaparan  Nomor:  590/   /

DS/VII/2018  dengan  luas  tanah  4.657  m2 yang  dikeluarkan

oleh Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN,S.Ag;

- Surat Keterangan Nomor 590/  / DS/VII/2018 tanggal 04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh  Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN,S.Ag tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  Tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung batu dengan luas 4.657 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak Penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr  MAMUN

SUDRAJAT  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu dengan luas 4.657 m2 tanggal 23 Mei 1990;

2. Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hak Milik a.n. ALIT SETIAWAN,

sebagai berikut ;

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 4.823 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat  pernyataan Penguasaan kesaksiaan Garapan tanggal

04 Juli 2018;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr  ALIT

SETIAWAN  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu dengan luas 4.823 m2 tanggal 22 Mei 1990;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/

/DS/VII/2018  dengan  luas  4.823  m2 yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Keterangan Nomor :590/  /DS/VII/2018 tanggal 04  Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak Penggarap tanggal 04 Juli 2018;
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- Permohonan pengukuran tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Pernyataan Pemasangan dan Penetapan Tanda Bebas

tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 4.823 m2 tanggal 04 Juli 2018;

3. Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  a.n.  ODE  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 2.709 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat  Oper Garapan dari  H.  INCA kepada sdr  ODE terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu dengan

luas 2.709 m2 tanggal 16 April 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ III /DS/VII/2018 tanggal 04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/  III

/DS/VII/2018 dengan luas 2.709  m2 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag tanggal 11 Juli

2018;

- Surat pernyataan kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.709 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 04 Juli 2018;

4. Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  a.n.  YUNAN

ROMANSYAH sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 2.691 m2 tanggal 04 Juli

2018;
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- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr  YUNAN

SOMANSYAH/ SUHARI terkait tanah garapan yang berlokasi

di  Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  2.691  m2 tanggal  20

Oktober 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/108/DS/VII/2018 tanggal 04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/108

/DS/VII/2018  dengan  luas  2.691  m2 yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat pernyataan kesaksian Garapan tanggal 04 April 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.691 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2018;

5. Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  a.n.  DEDI  sebagai

berikut:

- Permohonan hak Milik tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 4.078 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat Oper Garapan dari  H. INCA kepada sdr DEDI terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu dengan

luas 4.078 m2 tanggal 6 Juni 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 89 /DS/VII/2018 tanggal 04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/  89

/DS/VII/2018  dengan  luas  4.078  m2 yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan kesaksian Garapan tanggal 04 April  2018
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- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 4.078 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

6. Pernyataan Penerbitan  Sertifikat  Hak Milik  an DANI  SURYANA

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 3.926 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat  oper  garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  DANI

SURYANA  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu dengan luas 3.926 m2 tanggal 6 Juni 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 104 /DS/VII/2018 tanggal 04

Juli  2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.

IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/  104

/DS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan luas 3.926 m2 yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan kesaksian Garapan tanggal 04  April  2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.926 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

7. Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an DEDE MULYANA

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 2.129 m2 tanggal 04 Juli

2018;
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- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  DEDE

MULYANA   terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu dengan luas 2.129 m2 tanggal 24 Mei 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 109 /DS/VII/2018 tanggal 04

Juli  2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.

IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/  109

/DS/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 dengan luas 2.129 m2 yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan kesaksian Garapan tanggal 04  April  2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  2.129   m2 tanggal  04  Juli

2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

8. Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  JEJEN ZAENAL

MUTAQIN sebagai berikut : 

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 3.923 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/

/DS/VII/2018  dengan  luas  3.923  m2 yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Keterangan Nomor :590/  /DS/VII/2018 tanggal  04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag; 

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor ...../P/I/2018 tanggal 08 Januari 2018;
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- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.923 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  AOS

SAEFUDIN/ JEJEN Z terkait tanah garapan yang berlokasi di

Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  3.923   m2 tanggal  24  Mei

1990;

9. Pernyataan Penerbitan  Sertifikat  Hak Milik  an  KODAR sebagai

berikut: 

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 2.375 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. KODAR  terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu dengan

luas 2.375 m2 tanggal 18 Maret 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 112 /DS/VII/2018 tanggal 04

Juli  2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.

IIN SOLIHIN, S.Ag; 

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.375 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

10.Pernyataan Penerbitan Sertifikat  Hak Milik  an  WARSA sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 3.803 m2 tanggal 04 Juli

2018;
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- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. WARSA  terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu dengan

luas 3.803 m2 tanggal 12 Juli 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 95 /DS/VII/2018 tanggal 04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag; 

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/  112

/DS/VII/2018 dengan luas 3.803  m2 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag pada tanggal

11 Juli 2018; 

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  3.803   m2 tanggal  04  Juli

2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

11.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an KARYANO sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 4.483 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA kepada  sdr.  KARYANO

terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Gunung  Batu

dengan luas 4.483 m2 tanggal 24 Mei 1993;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 99 /DS/VII/2018 tanggal 04 Juli

2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/  99

/DS/VII/2018 dengan luas 4.483  m2 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag pada tanggal

11 Juli 2018;
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- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  4.483   m2 tanggal  04  Juli

2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

12.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  ANAH  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 1.945 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. ANAH  terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu dengan

luas 1.945 m2 tanggal 20 Januari 1990;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 107 /DS/VII/2018 tanggal 04

Juli  2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.

IIN SOLIHIN, S.Ag; 

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/

107/DS/VII/2018 dengan luas 1.945  m2 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag pada tanggal

11 Juli 2018;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  1.945   m2 tanggal  04  Juli

2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

13.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  ACE  SUHADA

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;
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- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas 4.174 m2 tanggal 04 Juli

2018;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. ACE SUHADA

terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Gunung  Batu

dengan luas 4.174 m2 tanggal 23 Mei 1990;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Keterangan Nomor :590/ 101 /DS/VII/2018 tanggal 04

Juli  2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr.

IIN SOLIHIN, S.Ag; 

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/

101/DS/VII/2018 dengan luas 4.174  m2 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag pada tanggal

11 Juli 2018; 

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Gunung  Batu  dengan  luas  4.174   m2 tanggal  04  Juli

2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

14.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  ASUM  sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Pasir  Kawah   dengan  luas  4.000  m2 tanggal  28

Desember 2016

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/194/IV

/2017  dengan  luas  4.000  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Pasir Kawah RT. 01/19 dengan luas tanah 4.000

m2 tanggal 28 Desember 2016; 
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- Surat  Pernyataan  Penguasaan  fisik  bidang  tanah  di  lokasi

Blok  Pasir  Kawah  RT.01/19  dengan  luas  tanah  4.000  m2

tanggal 03 April 2017;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/194/IV /2016

tanggal  29  Desember  2016   yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. ASUM terkait

tanah garapan yang berlokasi  di  Blok Pasir  Kawah dengan

luas 4500 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 Juli 2017;

- Surat Kuasa dari pihak Penggarapan tanggal 13 Januari 2017;

15.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  DEDIH

RUSNAWAN  sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Cipinang RT.05 RW 19  dengan luas 4.218 m2 tanggal 28

Desember 2016;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok Cipinang RT.05/19 dengan luas tanah 4.218 m2

tanggal 28 November 2016; 

- Surat  Pernyataan  Penguasaan  fisik  bidang  tanah  di  lokasi

Blok Cipinang  RT.05/19 dengan luas tanah 4.218 m2 tanggal

03 April 2017;

- Surat Keterangan Nomor 590/157/IV /dengan luas 4.218 m2

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag;
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- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  DEDIH

RUSNAWAN  terkait  tanah garapan yang berlokasi  di  Blok

Cipinang dengan luas 4.218 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

16.Pernyataan Penerbitan Sertifikat  Hak Milik  an  DUDIN  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Pasir Kawah dengan luas 4.000 m2 tanggal 28 Desember

2016;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Pasir Kawah RT01/19 dengan luas tanah 4.000 m2

tanggal 28 Desember 2016; 

- Surat  Pernyataan  Penguasaan  fisik  bidang  tanah  di  lokasi

Blok Pasir Kawah RT01/19  dengan luas tanah 4.000 m2;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/195/IV

/2017  dengan  luas  4.080  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag tanggal 03 April 2017; 

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/195/IV /2016

dengan luas 4.800 m2 tanggal 28 Desember 2016;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong; 

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;
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- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. DUDIN terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Pasir Kawah  dengan

luas 4.800 m2 tanggal 11 April 1988;

17.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an DEDI KURNIAWAN

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Pasir Kawah dengan luas 4.140 m2 tanggal 28 Desember

2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/198/IV

/2017  dengan  luas  4.140  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag; 

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Pasir Kawah RT01/19 dengan luas tanah 4.140 m2

tanggal 28 Desember 2016; 

- Surat  Pernyataan  Penguasaan  fisik  bidang  tanah  di  lokasi

Blok  Pasir  Kawah RT01/19  dengan  luas  tanah  4.140   m2

tanggal 03 April 2017;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

pasir kawah rt01/19 dengan luas 4.140 m2  yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/198/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag; 

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  DEDE

KURNIAWAN  terkait  tanah garapan yang berlokasi di  Blok

Pasir Kawah  dengan luas 4.140 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;
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18.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  U.SUTISNA

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Cipinang RT.05 RW 19  dengan luas 4.500 m2 tanggal 28

Desember 2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/197/IV

/2017  dengan  luas  4.500  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag; 

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Pasir Kawah RT01/19 dengan luas tanah 4.500 m2

tanggal 28 Desember 2016; 

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/197/IV /2016

tanggal  28  Desember  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Oper Garapan dari  H. INCA kepada sdr.  U.SUTISNA

terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Pasir  Kawah

dengan luas 4.500 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

19.Pernyataan Penerbitan Sertifikat  Hak Milik an JAJANG sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Pasir Kawah dengan luas 4.100 m2 tanggal 28 Desember

2016;
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- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/191/IV

/2017  dengan  luas  4.100  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag; 

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Pasir Kawah RT01/19 dengan luas tanah 4.100 m2

tanggal 28 Desember 2016; 

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/191/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. JAJANG terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Pasir Kawah  dengan

luas 4.100 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

20.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  WAHYUDIN

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Jaliam  Rt.05/19  dengan  luas  4.100  m2 tanggal  28

Desember 2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/149/IV

/2017 dengan luas 2.109 m2 tanggal 03 April 2016; 

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jatiam  RT05/19  dengan  luas  tanah  2.109  m2

tanggal 28 November 2016; 
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- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang Rt.05/05 dengan luas tanah 1.200 m2 tanggal

03 April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/ /IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal  17 April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam Rt.05Rw.19 dengan luas 2.109 m2 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  WAHYUDI

terkait tanah garapan yang berlokasi di  Blok Jaliam dengan

luas 2.109 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

21.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  ENDIN  sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Jaliam  Rt.05/05  dengan  luas  1.200  m2 tanggal  28

November 2016;

- Surat Keterangan Nomor : 590/ / IV/2017 dengan luas 1.200

m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jatiam  RT05/05dengan  luas  tanah  1.200   m2

tanggal 28 Desember 2016; 

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok  Jaliam  dengan luas tanah 1.200 m2 tanggal  03  April

2017;
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- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/149  /IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. ENDIN terkait

tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Jaliam  dengan  luas

1.200 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

22.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  RACHMAT

SUWITO sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Cipinang dengan luas 1.000 m2 tanggal  23 November

2016;

- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/132  /  IV/2017  dengan  luas

1.000 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Cipinang dengan luas tanah 1.000  m2 tanggal 28

November 2016; 

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok  Cipinang  Rt.05  Rw 05   dengan  luas  tanah  1.000  m2

tanggal 03 April 2017;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/132  /IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;
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- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA kepada  sdr.  RACHMAT

SUWITO  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Cipinang dengan luas 1.000 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

23.Pernyataan Penerbitan  Sertifikat  Hak Milik  an ASEP RUHIMAT

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Jaliam dengan luas 1.200 m2 tanggal 23 November 2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/136/IV

/2017 dengan luas 1.200 m2 tanggal 03 April 2016; 

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam dengan luas tanah 1.200 m2 tanggal 03 April 2017

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/136  /IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  ASEP

RUHIMAT terkait tanah garapan yang berlokasi di Blok Jaliam

dengan luas 1.200 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

24.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  ADE  RAHMAT

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;
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- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Cipinang  Rt.03/05  dengan  luas  600  m2 tanggal  23

November 2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/153/IV

/2017  dengan  luas  600  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok Cipinang Rt.03/05  dengan luas tanah 600  m2

tanggal 03 April 2017;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang Rt.03 Rw 05  dengan luas tanah 600 m2 tanggal

03 April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/153/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  ASEP

RUHIMAT  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Cipinang dengan luas 600 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

25.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  IIN   sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Jaliam   dengan  luas  1.000  m2 tanggal  23  November

2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/133/IV

/2017  dengan  luas  1.000  m2 tanggal  03  April  2017  yang
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dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam Rt.05/05   dengan  luas tanah  1.000   m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam Rt.05/05 dengan luas tanah 1.000 m2 tanggal 03

April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/133/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam Rt.05 Rw. 05 dengan luas 1.000 m2 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  IIN  terkait

tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Jaliam  dengan  luas

1.000 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

26.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an MOMO SUMPENA

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Cipinang  Rt.05/05  dengan  luas  2.109  m2 tanggal  23

November 2016;

- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/154/  IV/2017  dengan  luas

2.109 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;
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- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang Rt.05/05 dengan luas tanah 2.109 m2 tanggal

03 April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/154/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  MOMO

SUMPENA  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Cipinang dengan luas 2.109 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

27.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  YUDI  SUNARDI

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Cipinang  Rt.05/05  dengan  luas  1.600  m2 tanggal  23

November 2016;

- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/142/  IV/2017  dengan  luas

1.600 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Cipinang Rt.05/05  dengan luas tanah 1.600  m2

tanggal 03 April 2017;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang Rt.05/05 dengan luas tanah 1.600 m2 tanggal

03 April 2017;
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- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/142  /IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  YUDI

SUNARDI  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Cipinang dengan luas 1.600 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

28.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  TIMI  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Cipinang  Rt.05/05  dengan  luas  2.109  m2 tanggal  23

November 2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas Nomor : 590/145/IV

/2017  dengan  luas  2.109  m2 tanggal  03  April  2017  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Cipinang Rt.05/05  dengan luas tanah 2.109  m2

tanggal 03 April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/150IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  700/79/kec/2017  tanggal  17  April  2017  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;
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- Surat  Oper Garapan dari  H.  INCA kepada sdr.  TIMI  terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Cipinang dengan luas

2.109 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

29.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  RADI  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Jaliam  Rt.05/05  dengan  luas  1.600   m2 tanggal  23

November 2016;

- Surat Keterangan Nomor : 590/ / IV/2017 dengan luas 1.600

m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam  Rt.05/05   dengan luas  tanah 1.600  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam Rt.05/05 dengan luas tanah 1.600 m2 tanggal 03

April 2017;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  1.600  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/147/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Oper Garapan dari  H. INCA kepada sdr. RADI terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Jaliam dengan luas 1.60

m2 tanggal 11 April 1988;
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- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

30.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an DADANG sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Pasir  Kawah  dengan luas 4.000 m2 tanggal  28 Desember

2016;

- Surat Keterangan Nomor : 590/ / IV/2017 dengan luas 1.600

m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Pasir Kawah Rt.01/09  dengan luas tanah 1.600

m2 tanggal 28 November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam Rt.05/05 dengan luas tanah 4.000 m2 tanggal 06

April 2017;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/193/IV /2016

tanggal  28  Desember  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  DADANG

terkait tanah garapan yang berlokasi di  Blok Jaliam dengan

luas 4.000 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

31.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  RACHMAT

SYAMSUDIN sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;
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- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Pasir Kawah Rt.05/05 dengan luas 2.109 m2 tanggal 23

November 2016;

- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/  155/  IV/2017  dengan  luas

2,109 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam  Rt.05/05   dengan luas  tanah 1.600  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang Rt.05/05 dengan luas tanah 2.109 m2 tanggal

03 April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/155/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  1.600  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA kepada  sdr.  RACHMAT

SYAMSUDIN  terkait  tanah garapan yang berlokasi  di  Blok

Cipinang  dengan luas 2.109 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

32.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an SUTISNA sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok   Jaliam  Rt.05/05  dengan  luas  2.400  m2 tanggal  23

November 2016;
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- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/  140/  IV/2017  dengan  luas

2.400  m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam  Rt.05/05   dengan luas  tanah 2.400  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang Rt.05/05 dengan luas tanah 2.109 m2 tanggal

03 April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/140/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  2.109  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  SUTISNA

terkait tanah garapan yang berlokasi di Blok Jaliam  dengan

luas 2.400 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

33.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  UDIN  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok  Jaliam  Rt.05/05  dengan  luas  800  m2 tanggal  23

November 2016;

- Surat Keterangan Nomor : 590/ 134/ IV/2017 dengan luas 800

m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;
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- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  800  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam Rt.05/05 dengan luas tanah 800 m2 tanggal 03

April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/134/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam  Rt.05/05  dengan luas tanah 800 m2  yang dikeluarkan

oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S. Sos.,M.M.;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. UDIN terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Jaliam dengan luas 1.60

m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

34.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an NANANG WARKIM

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Cipinang  dengan luas 2.109 m2 tanggal 23 November

2016;

- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/  145/  IV/2017  dengan  luas

2.109 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Cipinang   dengan luas tanah 2.109 m2 tanggal 28

November 2016;
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- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Cipinang  dengan luas tanah 2.109 m2 tanggal 03 April

2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/145/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  2.109  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  NANANG

WARKIM terkait tanah garapan yang berlokasi di Blok Jaliam

dengan luas 2.109 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

35.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an  ANANG sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Jaliam dengan luas 2.000 m2 tanggal 23 November 2016;

- Surat  Keterangan  Nomor  :  590/  151/  IV/2017  dengan  luas

2.000 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam  Rt.05/05   dengan luas  tanah 2.000  m2

tanggal 28 Desember  2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam Rt.05/05 dengan luas tanah 2.000 m2 tanggal 03

April 2017;
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- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/134/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok

Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  2.000  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. ANANG terkait

tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Jaliam  dengan  luas

2.000 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

36.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an SOBAR MARSONI

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris Penggunaan tanah Negara Bebas,  lokasi

Blok Cipinang Rt 01 Rw 05   dengan luas 2.111 m2 tanggal

23 November 2016;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  SOBAR

MARSONI   terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Cipinang  dengan luas 2.111 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas  Nomor : 590/ 156/

IV/2017 dengan luas 2.111 m2 tanggal 03 April  2017 yang

dikeluarkan oleh  Kepala  Desa Cikalong sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Cipinang  Rt.01/05  dengan luas tanah 2.111 m2

tanggal 28 November 2016;
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- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah di lokasi

Blok Cipinang Rt.01/05 dengan luas tanah 2.111 m2 tanggal

03 April 2017;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor 265/P/IX/2017 tanggal  10 April  2017 di  lokasi  Blok

Jaliam   Rt.05/05   dengan  luas  tanah  2.111  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr.  DUDDY PRABOWO

S. Sos, MM;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/156/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

37.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an SOPIYAN sebagai

berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Jaliam dengan luas 1.200 m2 tanggal 23 November 2016;

- Surat Keterangan Tanah Negara Bebas  Nomor : 590/ 137/

IV/2017 dengan luas 1.200 m2 tanggal  03  April  2017 yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Jaliam  dengan luas tanah 1.200 m2 tanggal 28

November 2016;

- Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah di  lokasi

Blok Jaliam  Rt.05/19 dengan luas tanah 1.200 m2 tanggal 03

April 2017;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor : 590/137/IV /2016

tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Rekomendasi permohonan atas tanah negara bebas dengan

Nomor  265/P/IX/2017  tanggal  10  April  2017  di  lokasi  Blok
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Cipinang  Rt.05/05   dengan  luas  tanah  1.200  m2  yang

dikeluarkan oleh Camat Cikalong sdr. DUDDY PRABOWO, S.

Sos.,M.M.;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  SOPIYAN

terkait tanah garapan yang berlokasi di Blok Cipinang  dengan

luas 1.200 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari 2017;

38.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  AHIM  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Gunung  Batu    dengan  luas  tanah  2.566  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. AHIM terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 2.566 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 106/ IV/DS/2017 dengan luas

2.566 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor :  590/106/DS/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.566 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

39.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an DIA sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Gunung  Batu    dengan  luas  tanah  2.863  m2

tanggal 28 November 2016;
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- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA kepada  sdr.  DIA  terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 2.863 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 98/DS/ IV/2017 dengan luas

2.863 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/98/DS/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.863 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

40.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  PENDI  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Gunung  Batu    dengan  luas  tanah  3.120  m2

tanggal 04 Juli 2017;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 91/ DS/IV/2017 dengan luas

3.120 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor :  590/106/DS/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.120 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. PENDI terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 3.120 m2 tanggal 08 Maret 1990;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 7329 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

41.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  NANANG

SURYANA sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Gunung  Batu    dengan  luas  tanah  3.740  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.  NANANG

SURYANA   terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu  dengan luas 3.740 m2 tanggal 03 Mei 1990;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 88/DS/ IV/2017 dengan luas

3.740 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/98/DS/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2018;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.740 m2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

42.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  NINA  INAYAH

sebagai berikut :

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Gunung  Batu    dengan  luas  tanah  3.475  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. NINA INAYAH

terkait  tanah garapan yang berlokasi di  Blok Gunung Batu

dengan luas 3.740 m2 tanggal 03 Mei 1990;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017
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- Surat Keterangan  Nomor : 590/ / DS/IV/2017 dengan luas

3.740 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590//DS/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2018

- Daftar  Inventaris  Penggunaan tanah Negara Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.  475 m2 tanggal  04 Juli

2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

43.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an II sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu dengan luas tanah 800 m2 tanggal

28 November 2016;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 146/DS/ IV/2017 dengan luas

4657 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 800 2 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr. II terkait tanah

garapan yang berlokasi  di  Blok Gunung Batu  dengan luas

800 m2 tanggal 08 Maret 1990;

- Surat  Rekomendasi  permohonan  atas  tanah  negara  bebas

dengan  Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017; 

44.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  DEDI  SUTARDI

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;
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- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Gunung  Batu    dengan  luas  tanah  4.657  m2

tanggal 28 November 2016;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat  Keterangan Riwayat  Garapan Nomor :  590/141/DS/IV

/2016   tanggal  28  November  2016  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat  Keterangan  Nomor :  590/ /DS/ IV/2017 dengan luas

4667 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.109 2 tanggal 23 November

2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari  2017;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.   DEDI

SUTARDI  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu  dengan luas 400 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat  Rekomendasi  permohonan  atas  tanah  negara  bebas

dengan  Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017; 

45.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  DUDI   sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Jaliam dengan luas tanah 4.00 m2 tanggal 03 April

2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 03 April 2017;

- Surat  Keterangan Riwayat  Garapan Nomor :  590/139/DS/IV

/2016   dengan  luas  400  m2 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;
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- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 139/DS/ IV/2017 dengan luas

4667 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.109 2 tanggal 23 November

2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari  2017;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr.  DUDI terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 400 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat  Rekomendasi  permohonan  atas  tanah  negara  bebas

dengan  Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 10 April 2017; 

46.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  UDIN  HATNA

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam dengan luas tanah 2.857 m2 tanggal  04

April 2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan Riwayat  Garapan Nomor :  590/144/DS/IV

/2016  dengan luas 2.867 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 144/DS/ IV/2017 dengan luas

2.867 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 2.867 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 13 Januari  2017;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr.  UDIN HATNA

terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok  Gunung  Batu

dengan luas 2.867 m2 tanggal 15 Agustus 1990;
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47.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an AGUS SAEPULOH

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi  Blok  Jaliam dengan luas tanah 3.976 m2 tanggal  04

April 2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/94/DS/IV

/2016  dengan luas 24779 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 90/DS/ IV/2017 dengan luas

3.976 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.976 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.   AGUS

SAEPULOH  terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu  dengan luas 3.976  m2 tanggal 08 Januari 1990;

48.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik an AYI RUSKANDAR

sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Jaliam dengan luas tanah 3.717 m2 tanggal 04 Juli

2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2017;

- Surat  Keterangan Riwayat  Garapan Nomor :  590/113/DS/IV

/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr. IIN

SOLIHIN, S.Ag.;
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- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 139/DS/ IV/2017 dengan luas

3.717 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.717 2 tanggal 23 November

2017

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2017;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.   AYI

RUSKANDAR  terkait tanah garapan yang berlokasi di Blok

Gunung Batu  dengan luas 3.717 m2 tanggal 11 April 1988;

- Surat  Rekomendasi  permohonan  atas  tanah  negara  bebas

dengan  Nomor 265/P/IX/2017 tanggal 08 Januari 2018;

49.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  SUPRI  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Jaliam dengan luas tanah 3.253 m2 Cikalong 1990;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal Juli 2017;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/92/DS/IV

/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr. IIN

SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 92/DS/ IV/ yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.532 tanggal 4 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr.  SUPRI terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 3.252 m2 tanggal 8 Januari 2018;

50.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  an  IMAS MARYATI

sebagai berikut:
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- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung Batu  dengan luas tanah 4.952 m2 tanggal

04 Juli 2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2017;

- Surat  Keterangan Riwayat  Garapan Nomor  :  590/    /DS/IV

/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikalong sdr. IIN

SOLIHIN, S.Ag.;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 92/DS/ IV/ yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 4.952 tanggal 23 November

2017;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2017;

- Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.   IMAS

MARYATI   terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu  dengan luas 4.952 m2 tanggal 15 April 1990;

51. Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik SAHRI sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung batu dengan luas tanah 4.242 m2 tanggal

04 April 2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/92/DS/IV

/2016  dengan luas 4.242 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag. tanggal 11 Juli 2018;

- Surat Keterangan  Nomor : 590/ 92/DS/ IV/2017 dengan luas

4.242 m2 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 4.424 tanggal 04 Juli 2018;
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- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr.  SAHRI terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 4.242  m2 tanggal 05 April 1990;

52.Pernyataan  Penerbitan  Sertifikat  Hak  Milik  AHMAD  sebagai

berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung batu dengan luas tanah 3.411 m2 tanggal

04 April 2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/93/DS/IV

/2016  dengan luas 3.411 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,  S.Ag.  Surat  Keterangan

Nomor :  590/  105/DS/ IV/2017 dengan luas 3.411 m2 yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.411 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr.  AHMAD terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 3.411  m2 tanggal 24 Mei 1993;

53.Pernyataan Penerbitan Sertifikat Hak Milik DIDIN sebagai berikut:

- Permohonan hak milik Tanah Negara Bebas;

- Surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung batu dengan luas tanah 4.779 m2 tanggal

04 April 2017;

- Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;

- Surat  Keterangan  Riwayat  Garapan  Nomor  :  590/94/DS/IV

/2016  dengan luas 4.779 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala
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Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,  S.Ag.  Surat  Keterangan

Nomor  :  590/  94/DS/  IV/2017  dengan  luas  4.779  m2 yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN  SOLIHIN,

S.Ag;

- Daftar  Inventaris  Penggunaan  tanah  Negara  Bebas,  lokasi

Blok Gunung Batu dengan luas 3.411 tanggal 04 Juli 2018;

- Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019;

- Surat Oper Garapan dari H. INCA kepada sdr.  DIDIN terkait

tanah garapan yang berlokasi di Blok Gunung Batu  dengan

luas 4.779 m2 tanggal 10 Juni 1990;

2. 1 (satu) buah materai nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

3. 1 (satu) buah laptop merek Sonny warna biru;

4. 1 (satu) buah Printer merek HP model Desk Jet d2666 warna hitam;

5. 1 (satu) buah flasdisk merek Kingstone warna hitam;

6. Persyaratan penerbitan sertifikat Hak Milik a.n. SUHANDI, sebagai

berikut:

1. Permohonan  hak  milik  Tanah  Negara  Bebas,  Nomor

/P/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018;

2. Surat  pernyataan penguasaan Fisik  Bidang Tanah (sporadik)

lokasi Blok Gunung batu dengan luas tanah 3.517 m2 tanggal

04 Juli 2018;

3. Surat  Oper  Garapan  dari  H.  INCA  kepada  sdr.   MAMUN

SUDRAJAT   terkait  tanah  garapan  yang  berlokasi  di  Blok

Gunung Batu  dengan luas 3.517 m2 tanggal 19 Oktober 1990;

4. Surat Keterangan Riwayat Garapan Nomor :  590/ 110/DS/VII

/2018   dengan  luas  3.517  m2 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Desa Cikalong sdr. IIN SOLIHIN, S.Ag. 4 Juli 2018;

5. Surat Keterangan  Nomor : 590/  /DS/ VII/2017 Tanggal 04 Juli

2018  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Cikalong  sdr.  IIN

SOLIHIN, S.Ag 4 Juli 2018;

6. Surat Pernyataan Kesaksian Garapan tanggal 04 Juli 2018;
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7. Daftar Inventaris Penggunaan tanah Negara Bebas, lokasi Blok

Gunung Batu dengan luas 3.517 m2 tanggal 04 Juli 2018;

8. Surat Kuasa dari pihak penggarap tanggal 15 Maret 2019

7. 1  (satu)  bundel  berkas  permohonan  sertifikat  peralihan  hak/balik

nama, sebagai berikut :

1. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 48356/2018  a.n.  Pemohon  DEDI

KURNIAWAN / MICHELE sertifikat hak/ Nomor SHM 522 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

2. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33263/2018  a.n.  Pemohon  ANANG/

ANNA   sertifikat  hak/  Nomor  SHM  535  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

3. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33256/2018  a.n.  Pemohon  II/  ANNA

sertifikat  hak/  Nomor  SHM  539  Desa  Cikalong  Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

4. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33265/2018  a.n.  Pemohon  MOMO

SUMPENA/  ANNA   sertifikat  hak/  Nomor  SHM  542  Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

5. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 33251/2018 a.n. Pemohon UDIN/ ANNA

sertifikat  hak/  Nomor SHM 00544 Desa Cikalong Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

6. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 48358/2018  a.n.  Pemohon  DUDIN/

MICHELLE  sertifikat hak/ Nomor SHM 00525 Desa Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
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7. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 33220/2018 a.n. Pemohon WAHYUDIN/

ANNA   sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00552  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

8. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 3325/2018  a.n.  Pemohon  SUTISNA/

ANNA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00537  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

9. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33268/2018  a.n.  Pemohon  DUDI/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00528  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

10. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33260/2018  a.n.  Pemohon  SOBAR

MARSONI/  ANNA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00526  Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

11. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33278/2018  a.n.  Pemohon  DEDI

SUTARDI/  HENDRA sertifikat  hak/  Nomor SHM 00524 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

12. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33259/2018  a.n.  Pemohon  NANANG

WARKIM/  HENDRA sertifikat  hak/  Nomor  SHM 00516  Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

13. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33249/2018  a.n.  Pemohon  YUDI

SUNARDI/  HENDRA sertifikat hak/ Nomor SHM 00541 Desa
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Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

14. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33264/2018  a.n.  Pemohon  ASEP

RUHIMAT/ HENDRA sertifikat hak/ Nomor SHM 00546 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

15. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33253/2018  a.n.  Pemohon  ADE

RAHMAT/  HENDRA sertifikat  hak/  Nomor  SHM 00529 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

16. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 48360/2018  a.n.  Pemohon  ENDIN/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00550  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

17. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33242/2018  a.n.  Pemohon  JAJANG/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00549  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

18. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 48357/2018  a.n.  Pemohon  ASUM/

MICHELLE sertifikat  hak/  Nomor SHM 00547 Desa Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

19. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 48355/2018  a.n.  Pemohon  DADANG/

MICHELLE sertifikat  hak/  Nomor SHM 00527 Desa Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

20. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33258/2018  a.n.  Pemohon  TIMI/

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 7329 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00534  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

21. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 62134/2018  a.n.  Pemohon  DEDIH

RUSNAWAN/ ANNA sertifikat  hak/  Nomor SHM 00521 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

22. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor  33262/2018  a.n.  Pemohon  IIN/  ANNA

sertifikat  hak/  Nomor SHM 00519 Desa Cikalong Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

23. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 33267/2018 a.n. Pemohon RADI/ ANNA

sertifikat  hak/  Nomor SHM 00517 Desa Cikalong Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

24. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33246/2018  a.n.  Pemohon  SOPIYAN/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00518  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

25. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 71242/2018  a.n.  Pemohon  DEDIH

RUSNAWAN/ HENDRA sertifikat hak/ Nomor SHM 00551 Desa

Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung

Barat;

26. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas  Nomor 48363/2018  a.n.  Pemohon SURYANA/

ANNA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00543  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

27. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22462/2017  a.n.  Pemohon

SAHDA Luas Tanah 3.540 m2;

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 7329 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 48354/2018 a.n. Pemohon SUPRIATNA/

MICHELLE sertifikat  hak/  Nomor SHM 00532 Desa Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

29. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 48361/2018 a.n. Pemohon ADE KODIR/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00531  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

30. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 48362/2018 a.n. Pemohon ADE KODIR/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00530  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

31. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama  Berkas  Nomor 33252/2018  a.n.  Pemohon  ANDI/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM  00520  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

32. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 48359/2018 a.n. Pemohon ENDIN/ ANNA

sertifikat  hak/  Nomor SHM 00523 Desa Cikalong Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

33. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 33231/2018 a.n. Pemohon SUHERMAN/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM 00548  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

34. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  Peralihan  hak/Balik

Nama Berkas Nomor 33231/2018 a.n. Pemohon SUHERMAN/

HENDRA  sertifikat  hak/  Nomor  SHM 00548  Desa  Cikalong

Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;

35. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22477/2017  a.n.  Pemohon

SUPRIATNA  Luas Tanah 4100 m2;
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36. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22541/2017  a.n.  Pemohon

ENDANG SUTISNA   Luas Tanah 1600 m2;

37. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22494/2017  a.n.  Pemohon

SURYANA   Luas Tanah 4000 m2;

38. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22498/2017  a.n.  Pemohon

DEDIH RUSNAWAN  Luas Tanah 4218 m2;

39. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22505  /2017  a.n.  Pemohon

ENDIN  Luas Tanah 1.200 m2;

40. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22514  /2017  a.n.  Pemohon

ADE KODIR Luas Tanah 1400 m2;

41. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22572  /2017  a.n.  Pemohon

SUHERMAN Luas Tanah 2.109 m2

42. 1  (satu)  Berkas  Permohonan  sertifikat  dari  Surat  Keputusan

Pemberian  Hak  Berkas  Nomor   22579  /2017  a.n.  Pemohon

ADE KODIR  Luas Tanah 800 m2;

8. 1 (satu) buah sepeda merek Kona;

9. 1 (satu) buah handphone Samsung S.8;

10. 1 (satu) buah handphone Samsung J.7;

11. 1 (satu) buah drone;

12. 1  (satu)  bendel  fotokopi  legalisir  (sesuai  dengan  aslinya)  Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bandung Nomor :

002 / SK-IL-I NF/ 1998 (Pemberian Ijin Lokasi untuk pembangunan

usaha Budi  daya sapi  potong atas nama PT. CITRA BRAHMANA

PERKASA seluas 130.000 m2 terletak di Desa Cikalong Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat;
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13. 4  (empat)  Lembar  Surat  Perjanjian  Sewa  Menyewa  Tanah

Nomor83/Ds/.2001/1997,  tanggal  9  Juni  1997 antara  Kepala  ADE

BADRI   dan  sdri.  DESSY  INDRIANI  HATTA,  PT  DIREKTUR  PT

CITRA BRAHMANA PERKARA ( untuk selama 10 Tahun);

14. 4  (empat)  lembar  fotokopi  legalisir  Surat  Pernyataan   Sewa

Menyewa Tanah Nomor141.1/05/DS/2008 tertanggal  28  Mei  2008

antara  sdr.  IIN  SOLIHIN.S.Ag  (Kepala  Desa  Cikalong)  dan  sdr.

GUNG INDRAJAYA.H (perjanjian sewa untuk 10 tahun);

15. 3 (tiga) lembar Surat Sewa Menyewa tanah desa Blok Gunung Batu

tertanggal  19 Maret  2019 antara  Sdr.   IIN  SOLIHIN.S.Ag (Kepala

Desa  Cikalong)  dan  sdr.  GUNG  INDRAJAYA.H  (perjanjian  sewa

untuk 10 Tahun);

16. 1 (satu) lembar Kuitansi asli Bukti sewa tanah Gunung Batu;

17. 1 (satu) bendel Buku Tanah Kas Desa Cikalong Kecamatan Cikalong

Wetan Kabupaten Bandung Barat;

18. 1 (satu) surat Tanda penerimaan pungutan Desa Cikalong sebesar

Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) tertanggal 05 September 2001;

19. 1 (satu) surat Tanda penerimaan pungutan Desa Cikalong sebesar

Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tertanggal 08 Februari 2000.

20. 1 ( satu ) bendel Peta Desa yang terbuat dari kain tahun 1927;

21. 1  (satu)  bendel  LPKJ  Desa  Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013/2019;

22. 1  (satu)  lembar  Kartu  Urunan  Desa  Cikalong  Kecamatan

Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat tahun 2006;

23. 1 (satu)  lembar Kuitansi  asli  penerimaan sewa /  kontrak tanah di

Gunung Batu Ta. 2008-2009 senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta

lima  ratus  ribu  rupiah)  dari  Pimpinan  PT.  Citra  Brahmana  Putra

kepada sdr. IIN SOLIHIN tanggal 09 Juni 2008;

24. 1 (satu) lembar Kuitansi asli penerimaan sewa tanah Kandang sapi

Ta.  2010-2011  senilai  Rp3.500.000,00  (tiga  juta  lima  ratus  ribu
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rupiah) dari PT . Citra kepada Pemerintah Desa Cikalong tanggal 09

Agustus 2010;

25. 1 (satu) lembar Kuitansi asli penerimaan sewa tanah Kas Desa untuk

bulan Agustus Ta. 2010-Februari 2011 senilai Rp3.500.000,00 (tiga

juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. CBP kepada IIN SOLIHIN tanggal

15 Agustus 2009;

26. 1 (satu) lembar Kuitansi asli penerimaan sewa tanah Guunung Batu

yang  dipakai  kandang  sapi  untuk  tahun  2011  s.d  2012  senilai

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT . CITRA

BRAHMANA  kepada  Bendahara  Desa  Cikalong  Anceu  Suganda

tanggal 12 Agustus 2011;

27. 1 (satu) lembar Kuitansi asli  penerimaan sewa tanah yang dipakai

kandang sapi  di  Gunung Batu untuk  tahun 2011 s.d 2012 senilai

Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  dari  PT  .  CBP

kepada Bendahara Desa Cikalong Anceu Suganda tanggal   Maret

2011;

28. 1 (satu) lembar Kuitansi asli penerimaan sewa yang tanah Gunung

Batu yang dipakai kandang sapi untuk tahun 2012 s.d 2013 senilai

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari PT . CBP kepada Bendahara

Desa Cikalong Anceu Suganda tanggal   07 Agustus 2012; 

29. 1 (satu) lembar Kuitansi asli penerimaan sewa tanah di Gunung Batu

yang dipakai Gunungsapi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

ribu rupiah) dari PT. Citra Brahmana Putra kepada Bendahara Desa

Cikalong Anceu Suganda tanggal  05 April 2012;

30. 1 (satu) lembar Kuitansi asli penerimaan sewa tanah di blok Gunung

Batu  tahun 2013  senilai  Rp3.500.000,00  (tiga  juta  lima  ratus  ribu

rupiah)dari  bapak  Anto  kepada  a.n.  Pemerintahan  Desa  Cikalong

sdr. HERMAN tanggal  17 April 2013;

31. 1 (satu) lembar Kuitansi asli pelunasan sewa tanah di Gunung Batu

tahun 2013-2013 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari PT.
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Citra Brahmana Perkasa kepada Bendahara Desa Cikalong Anceu

Suganda tanggal  13 Juli 2013;

32. 1  (satu)  lembar  Kuitansi  asli  sewa  tanah  di  Gunung  Batu  yang

dipakai  Kandang Sapitahun 2014 senilai  Rp8.000.000,00 (delapan

juta rupiah)  dari PT. CBP kepada Bendahara Desa Cikalong Anceu

Suganda tanggal  Juli 2014;

33. 1  (satu)  lembar  Kuitansi  asli  sewa  tanah  di  Gunung  Batu  yang

dipakai  Kandang Sapitahun 2015 senilai  Rp8.500.000,00 (delapan

juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. CBP kepada Bendahara Desa

Cikalong Anceu Suganda tanggal 13 Juli 2015;

34. 1 (satu) lembar Kuitansi asli sewa tanah di Gunung Batu tahun 2016

senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari PT. CBP kepada a.n.

pemerintahan Desa Cikalong Anceu Suganda tanggal 20 November

2015;

35. 1  (satu)  lembar  Kuitansi  asli  sewa  tanah  di  Gunung  Batu  yang

dipakai kandang sapi tahun 2016 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta

lima ratus ribu rupiah) dari PT. CBP kepada a.n. pemerintahan Desa

Cikalong Anceu Suganda tanggal 25 Februari 2016;

36. 1  (satu)  lembar  Kuitansi  asli  sewa  tanah  di  Gunung  Batu  yang

dipakai kandang sapi tahun 2016 senilai Rp 9.000.000,00 (sembilan

juta rupiah) dari PT. CBP kepada a.n. pemerintahan Desa Cikalong

Anceu Suganda Tahun  2016;

37. 1  (satu)  lembar  Kuitansi  asli  sewa  tanah  di  Gunung  Batu  yang

dipakai kandang sapi tahun 2017 senilai Rp9.500.000,00 (sembilan

juta lima ratus ribu rupiah) dari PT. CBP kepada a.n. pemerintahan

Desa Cikalong Anceu Suganda tanggal 18 Juni 2017;

38. 1  (satu)  lembar  Kuitansi  asli  sewa  tanah  di  Gunung  Batu  yang

dipakai kandang sapi tahun 2017 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah)  dari  PT.  CBP  kepada  a.n.  pemerintahan  Desa  Cikalong

Anceu Suganda tanggal 24 Mei 2017.1 (satu) lembar Kuitansi asli

sewa tanah di Gunung Batu yang dipakai kandang sapi tahun 2018
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senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari PT. CBP kepada

a.n.  pemerintahan Desa  Cikalong Anceu  Suganda  tanggal  9  Juni

2018;

Barang bukti dari angka 1 sampai dengan angka 38, dipergunakan dalam

perkara  lain  atas  nama  Tersangka  Achmad  Hidayat  dan  Tersangka

Hendra Adi Wangsa;

5. Menetapkan  agar  para  Terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara

masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri  Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal

15 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa I,  IIN SOLIHIN, S. Ag Bin SAHLI, Terdakwa II,

DANI SURYANA Bin E. RUSNEDI, Terdakwa III,  DEDIH RUSNAWAN

AIS JUHRI Bin SYAMSUDIN, Terdakwa IV, ALI SETIAWAN Bin UDIS

(Alm) dan Terdakwa V, DUDIN TAJUDIN Bin ATIP (Alm) tidak terbukti

secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana

sebagaimana dakwaan Primair,

2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair

tersebut; 

3. Menyatakan Terdakwa I,  IIN SOLIHIN, S. Ag Bin SAHLI, Terdakwa II,

DANI SURYANA Bin E. RUSNEDI, Terdakwa III,  DEDIH RUSNAWAN

AIS JUHRI Bin SYAMSUDIN, Terdakwa IV, ALI SETIAWAN Bin UDIS

(Alm) dan Terdakwa V, DUDIN TAJUDIN Bin ATIP (Alm) terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara

bersama- sama dan berlanjut";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IIN SOLIHIN, S. Ag Bin SAHLI

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan,

pidana penjara kepada Terdakwa II, DANI SURYANA Bin E. RUSNEDI,

Terdakwa  III,  DEDIH  RUSNAWAN  Als  JUHRI  Bin  SYAMSUDIN,

Terdakwa IV, ALI SETIAWAN Bin UDIS (Alm) dan Terdakwa V, DUDIN

TAJUDIN  Bin  ATIP  (Alm),  masing-masing  selama  1  (satu)  tahun  8
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(delapan)  bulan  dan  pidana  denda  masing-masing  Terdakwa  I,  IIN

SOLIHIN,  S.  Ag  Bin  SAHLI,  Terdakwa  II,  DANI  SURYANA  Bin  E.

RUSNEDI,  Terdakwa  III,  DEDIH  RUSNAWAN  Als  JUHRI  Bin

SYAMSUDIN  Terdakwa  IV,  ALI  SETIAWAN  Bin  UDIS  (Alm)  dan

Terdakwa V. DUDIN TAJUDIN Bin ATIP (Alm) sebesar Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  Terdakwa-Terdakwa

dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

6. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang  bukti  Nomor  1  sampai  dengan  Nomor  38,  selengkapnya

sebagaimana  dalam  Tuntutan  Penuntut  Umum,  dikembalikan  kepada

Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Achmad

Hidayat dan Tersangka Hendra Adi Wangsa;

8. Menetapkan  agar  para  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara

masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan  Tinggi  Bandung  Nomor  28/PID.TPK/2022/PT  BDG  tanggal  6

September  2022  yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung tanggal 15 Juni 2022 Nomor 15 / Pid.Sus-TPK / 2022 /

PN Bdg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya

pidana  penjara  yang  dijatuhkan  dan  lamanya  kurungan  pengganti

pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayar;

1. Menyatakan,  Terdakwa  II,  DANI  SURYANA  Bin  E.  RUSNEDI,

Terdakwa  III,  DEDIH  RUSNAWAN  Als  JUHRI  Bin  SYAMSUDIN,

Terdakwa IV,  ALIT  SETIAWAN Bin UDIS (Alm) dan Terdakwa V,

DUDIN  TAJUDIN  Bin  ATIP  (Alm)   tidak  terbukti  secara  sah  dan

menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
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dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa,  oleh  karena

itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

2. Menyatakan  Terdakwa  II,  DANI  SURYANA  Bin  E.  RUSNEDI,

Terdakwa  III,  DEDIH  RUSNAWAN  Als  JUHRI  Bin  SYAMSUDIN,

Terdakwa IV,  ALIT  SETIAWAN Bin UDIS (Alm) dan Terdakwa V,

DUDIN  TAJUDIN  Bin  ATIP  (Alm)  terbukti   secara   sah   dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

tersebut dalam Dakwaan Subsidair ; 

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II,  DANI SURYANA Bin E.

RUSNEDI,  Terdakwa  III,  DEDIH  RUSNAWAN  Als  JUHRI  Bin

SYAMSUDIN, Terdakwa IV, ALIT SETIAWAN Bin UDIS (Alm) dan

Terdakwa  V,  DUDIN  TAJUDIN Bin  ATIP   (Alm),   masing-masing

dengan pidana penjara selama  1 (satu)  tahun dan denda sejumlah

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) bulan;

4. Memerintahkan para Terdakwa  agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan  lamanya  para  Terdakwa  berada  dalam  tahanan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang  bukti  Nomor  1  sampai  dengan  Nomor  38  selengkapnya

sebagaimana  dalam  amar  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana

Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor

15/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg tanggal  15  Juni  2022, dikembalikan

kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama

Achmad Hidayat dan Tersangka Hendra Adi Wangsa;

7. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus);

Membaca  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor

35/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Bdg  yang  dibuat  oleh  Panitera  pada  Pengadilan

Negeri  Bandung,  yang  menerangkan  bahwa pada  tanggal  20  September
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2022,  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Cimahi  mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca  Memori  Kasasi  tanggal  3  Oktober  2022  dari  Penuntut

Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Cimahi  sebagai  Pemohon  Kasasi  yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Bandung pada tanggal 4 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi pada

tanggal  19  September  2022  dan  Penuntut  Umum  tersebut  mengajukan

permohonan  kasasi  pada  tanggal  20  September  2022  serta  memori

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada

tanggal  4  Oktober  2022.  Dengan  demikian,  permohonan  kasasi  beserta

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa  alasan  kasasi  yang  diajukan  Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam

berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi/Penuntut  Umum tersebut,  Mahkamah Agung  berpendapat  sebagai

berikut:

- Bahwa  alasan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi/Penuntut  Umum  pada

pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex facti dan

putusan  judex  facti  harus  dibatalkan  karena  telah  salah  menerapkan

hukum  atau  menerapkan  hukum  tidak  sebagaimana  mestinya  terkait

dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  184  ayat  (1)

KUHAP,  baik  dari  keterangan saksi-saksi,  keterangan  para  Terdakwa

dan barang bukti, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut:
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- Bahwa  Terdakwa  I.  lin  Solihin,  S.Ag.  bin  H.  Sahli  (Alm)  selaku

Kepala  Desa  Cikalong  Kecamatan  Cikalong  Wetan  Kabupaten

Bandung Barat Periode 2013-  2019 bersama dengan Terdakwa II

Dani  Suryana  bin  E.  Rusnedi  selaku  Kaur  Pemerintahan  Desa

Cikalong. Terdakwa III Dedih Rusnawan alias Juhri bin Syamsudin

(Alm)  selaku  anggota  LPMD  Desa  Cikalong,  Terdakwa  IV  Alit

Setiawan bin Udis (Alm) selaku anggota LPMD Desa Cikalong, dan

Terdakwa V Dudin Tajudin bin Atip (Alm) selaku Ketua RW 19 Desa

Cikalong pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2018;

- Bahwa antara Terdakwa I  lin  Solihin,  S.Ag. bin Sahli,  H. Achmad

Hidayat  (H  Asep)  dan  Hendra  Adi  Wangsa  terdapat  kegiatan

penjualan tanah Negara dengan nilai pembelian dihitung per meter

Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), per meter di lokasi tanah

Blok  Jaliam,  seluas  17.109  m2,  Blok  Cipinang  seluas  16.256  m2,

Pasir  Kawah  seluas  25.450  m2 dan  Blok  Gunung  Batu  seluas

130.000  m2 sehingga  total  pembelian  tanah  seluruhnya  sebesar

Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk kepentingan penjualan tanah Negara di Desa Cikalong

Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten  Bandung  Barat  tersebut,

Terdakwa  I  lin  Solihin,  S.  Ag  bin  Sahli,  memerintahkan  kepada

Terdakwa III  Dedih Rusnawan alias Juhri  bin Syamsudin (anggota

LPMD  Desa  Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan  Kabupaten

Bandung  Barat)  Terdakwa  IV,  Alit  Setiawan  bin  Udis  (almarhum)

(anggota  LPMD  Desa  Cikalong  Kecamatan  Cikalongwetan

Kabupaten Bandung Barat) dan Terdakwa V Dudin Tajudin bin ATIP

(Alm) (Ketua RW19) untuk melakukan pendataan warga penggarap

tanah Negara dengan mengumpulkan data-data identitas penggarap;

- Bahwa  para  Terdakwa  telah  melakukan  penerbitan  warkah  yang

dibuatkan seolah-oleh isinya benar, secara bersama-sama dengan

Saksi Achmad Hidayat dan sdr. Hendra Adi Wangsa (masing-masing

dalam berkas terpisah) yang telah mengajukan permohonan kepada
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Pihak BPN Kabupaten Bandung Barat untuk menerbitkan Sertifikat

Hak Milik untuk penggarap sehingga akhirnya dapat diperjualbelikan

kepada pihak lain yaitu kepada sdr. Hendra Adi Wangsa, sedangkan

pada kenyataannya penggarap tidak pernah membuat permohonan

untuk  penerbitan  Sertifikat  Hak Milik  dan tidak  pernah melakukan

penjualan kepada pihak lain; 

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dari sdr. Hendra

Adiwangsa, melalui Saksi H. Achmad Hidayat, sebagai berikut:

- Terdakwa  I.  lin  Solihin  S.  Ag  bin  Sahli,  sejumlah

Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

- Terdakwa  II.  Dani  Suryana  Bin  E.  Rusnedi,  sejumlah

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terdakwa  III.  Dedih  Rusnawan  Alias  Juhri  Bin  Syamsudin,

sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Terdakwa IV. Alit Setiawan Bin Udis, sejumlah Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah); dan

- Terdakwa V. Dudin Tajudin Bin Atip, sejumlah Rp12.550.000,00

(dua belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II Dani Suryana bin E Rusnedi, Terdakwa III Dedih

Rusnawan alias Juhri bin Syamsudin, Terdakwa IV Alit Setiawan bin

Udis  (almarhum)  dan  Terdakwa  V  Dudin  Tajudin  bin  Atip  (Alm)

adalah anak buah atau yang membantu tugas Kepala Desa Cikalong

yaitu Terdakwa I lin Solihin dan melaksanakan arahan dari Terdakwa

I. lin Solihin tersebut;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa terjadi dalam dalam kurun waktu

yang sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019;

- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  I.  lin  Solihin  selaku  Kepala  Desa  telah

melakukan  menerbitkan  warkah  dengan  keadaan  tidak  sebenarnya

bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya, dan Saksi  H. Achmad

Hidayat  dan  sdr.  Hendra  Adi  Wangsa  sehingga  dapat  mengajukan

permohonan  hak  atas  tanah  dengan  pengajuan  permohonan  palsu
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dengan  tujuan  untuk  menerbitkan  Sertifikat  Hak  Milik  atas  nama

penggarap, dari tanah Blok Zaliam, Cipinang, Pasir Kawah dan Gunung

Batu,  sehingga dapat  diperjualbelikan kepada pihak lain  yaitu  kepada

sdr. Hendra Adi Wangsa, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur

dalam Pasal  9  Undang-Undang  PTPK  juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1

juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh judex facti,

hal  tersebut  merupakan  penilaian  hasil  pembuktian  yang  merupakan

kewenangan  judex facti untuk menentukannya dan tidak tunduk pada

pemeriksaan kasasi;

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang  judex facti

yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan

judex  facti tersebut  kurang  pertimbangan  hukum  (onvoldoende

gemotiveerd),  maka  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, tanggal 12 September 2012, judex juris dapat meringankan/

memberatkan pidana yang dijatuhkan judex facti tersebut, dengan amar

Tolak Perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata

pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  tersebut  dinyatakan

ditolak;

Menimbang  bahwa  telah  terjadi  perbedaan  pendapat  dissenting

opinion dalam musyawarah Majelis  Hakim dan telah  diusahakan dengan

sungguh-sungguh  tetapi  tidak  tercapai  mufakat,  maka  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Mahkamah  Agung,  perbedaan  pendapat  dissenting  opinion dari  Hakim

Agung pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat

sebagai berikut:
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- Bahwa alasan kasasi  Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun

terlepas  dari  alasan  kasasi  penuntut  Umum  judex  facti salah  dalam

menerapkan hukum;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap para Terdakwa tidak dapat

diterapkan ketentuan Pasal 12 huruf a maupun Pasal 9 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

- Bahwa terhadap para Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal

3  Undang-  undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan status tanah garapan di

Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Wetan, kabupaten Bandung barat

yang telah dijual oleh para Terdakwa kepada Hendra Adiwangsa adalah

tanah negara (tanah bebas yang belum ada pemohon haknya); 

- Bahwa namun demikian meskipun tanah garapan tersebut belum tercatat

hak kepemilikannya di BPN sebenarnya sebagaimana keterangan saksi

Agun  Gumilar  selaku Kepala  Desa  Cikalong, Kecamatan  Cikalong

Wetan, Kabupaten Bandung Barat sekarang menerangkan tanah yang

dijual  para  Terdakwa  tersebut  adalah  milik  Desa  atau merupakan

inventaris  Desa,  hal  ini  dikuatkan  pula  dengan  keterangan  para

penggarap tanah tersebut di persidangan yang mengakui bahwa tanah

garapan tersebut adalah tanah milik Desa; 

- Bahwa hal ini juga sejalan dengan fakta hukum di persidangan bahwa

untuk  memuluskan  rencananya  menjual  tanah  negara  tersebut  para

Terdakwa mengatakan kepada para penggarap bahwa tanah tersebut

akan  dipergunakan  pihak  Desa  untuk  perkebunan  jeruk  sehingga

kemudian para penggarap menyerahkan tanah tersebut kembali kepada
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pihak Desa dengan diberikan kompensasi ganti rugi. Selian itu ada pula

pihak  ketiga  yang  menyewa  lahan  di  sebagian  Blok  Gunung  Batu

tersebut untuk peternakan dan dibuatkan perjanjian sewa tanah dengan

pihak Desa;

- Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  meskipun  tanah  tersebut  belum

pernah didaftarkan atau diajukan permohonan haknya oleh pihak Desa

namun secara defacto tanah tersebut adalah merupakan milik Desa atau

inventaris Desa Cikalong;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya sekitar Tahun 2016 Terdakwa

I  lin  Solihin  S.Ag  bin  Sahli  selaku  kepala  Desa Cikalong,  kecamatan

Cikalong Wetan Kabupaten Badung barat, Saksi H. Achmad Hidayat (H.

Asep),  dan  Hendra  Adi  Wangsa  selaku  pembeli  sepakat  untuk

melakukan  Jual  beli  tanah  negara  (tanah  garapan)  dengan  harga

permeternya  Rp25.000,00 (dua  puluh  lima  ribu  rupiah) di  lokasi  Blok

Jaliam  seluas  17.109 (tujuh  belas  ribu  seratus  sembilan) M2,  Blok

Cipinang seluas 16.256 (enam belas ribu dua ratus lima puluh enam) M2,

Pasir  Kawah seluas 25.250 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh)

M2, dan blok Gunung Batu seluas 130.000 (seratus tiga puluh ribu) M2

dengan  total  harga  Rp3.500.000.000,00 (tiga  miliar  lima  ratus  juta

rupiah); 

- Bahwa rincian dari harga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) permeter

tersebut pembagiannya adalah sebagai berikut: 

1. Terdakwa  I  lin  Solihin,  S.Ag  bin  Sahli  (Kepala  Desa)  sejumlah

Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) permeter;

2. Terdakwa  II  Dani  Suryana  bin  E  Rusnendi  (Kaur  Pemerintahan)

sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) permeternya;

3. H.  Achmad  Hidayat  alias  H.  Asep  Makelar  sekaligus  melakukan

pengurusan surat-surat tanah ke BPN sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu

rupiah) permeternya;

4. Andre  Darta  Mahadijaya  (yang  mengetik  surat-surat)  Rp2.000,00

(dua ribu rupiah) permeternya;
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5. Terdakwa  IV.  Alit  Setiawan  (anggota  LPMD),  Terdakwa  III  Dedih

Rusnawa alias Juhri (anggota LPMD), dan Terdakwa V Dudin Tajudin

bin  Atip  (Ketua  RW.19)  selaku  tim Terdakwa bertugas  melakukan

pengurusan dengan para penggarap tanah mendapatkan Rp2.000,00

(dua ribu rupiah) permeternya; 

6. Selebihnya  Rp9.000,00 (sembilan  ribu  rupiah) sedangkan  untuk

pengurusan surat-surat dan operasional;

- Bahwa  kemudian  Terdakwa  I  selaku  kepala  Desa  memerintahkan

Terdakwa IV,  Terdakwa V dan Terdakwa Ill  untuk mengumpulkan para

penggarap  lahan  diberitahukan  bahwa  tanah  garapan  tersebut  akan

digunakan  desa  untuk  perkebunan  jeruk  namun  para  penggarap  akan

diberikan kompensasi atau ganti rugi per-meternya sejumlah Rp3.000,00

(tiga  ribu  rupiah) sehingga  kemudian  untuk  proses  pembayaran  para

penggarap disuruh mengumpulkan dokumen KTP, KK dan lain-lain;

- Bahwa  kemudian  data-data  yang  diserahkan  oleh  penggarap  kepada

Terdakwa II, IV, V diserahkan kepada Andre Mahadijaya untuk dibuatkan

surat  permohonan  pendaftaran  hak  kemudian  setelah  itu  diserahkan

kepada  Terdakwa  Il  selaku  Kaur  Pemerintahan  untuk dibuatkan

keterangan penguasaan tanah oleh pihak Desa Cikalong;

- Bahwa kemudian surat permohonan hak atas tanah serta surat-surat lain

tersebut kemudian diserahkan kepada A. Achmad Hidayat alias H. Asep

untuk dibawa ke BPN untuk diterbitkan sertifikatnya; 

- Bahwa kemudian  oleh  BPN terbitlah  SHM atas  nama para  penggarap

lahan dan kemudian atas dasar sertifikat tersebut kemudian dibuatlah akta

jual beli (AJB) antar para penggarap dengan Hendra Adiwangsa dengan

cara membuat surat kuasa menjual dari para penggarap lahan;

- Bahwa  ternyata  kemudian  proses  jual  beli  tanah  negara  tersebut

kemudian  menjadi  persoalan  karena  banyak  warga  yang  merasa

keberatan  dengan  jual  beli  tersebut  karena  tanah  tersebut  sejatinya

adalah tanah milik Desa; 
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- Bahwa perbuatan para  Terdakwa yang menjual  tanah desa tanpa hak

kepada Hendra Adiwangsa telah memenuhi unsur-unsur penyalahgunaan

kewenangan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun

2001 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999

tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, namun  pasal  tersebut

tidak didakwakan penuntut Umum; 

- Bahwa  para  Terdakwa  selaku  aparatur  pemerintahan  Desa  telah

melakukan  Penyalahgunaan  kewenangan  yang  dimilikinya  yaitu

melakukan  rekayasa  menjual  tanah  milik  Desa  tanpa  hak  sehingga

mengakibatkan kerugian negara karena Desa Cikalong telah kehilangan

asetnya berupa tanah;

- Bahwa para pelaku telah merekayasa seolah-olah tanah tersebut tanah

negara  yang  bebas  sehingga  para  penggarap  dapat  mengajukan

permohonan hak kepemilikan atas tanah tersebut dan kemudian setelah

terbit SHM atas nama para penggarap kemudian dilakukan jual beli antara

pihak penggarap dengan pihak ketiga; 

- Bahwa  padahal  berdasarkan  fakta  yang  sebenarnya  tanah  negara

tersebut  adalah  milik  Desa  atau  inventaris  Desa  yang  belum diajukan

pendaftarannya dan para penggarap lahan juga tidak pernah melakukan

pengajuan pendaftaran tanah maupun melakukan jual beli dengan Hendra

Adiwangsa;

- Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  perbuatan  para  Terdakwa

seharusnya  terbukti  pasal  3  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana,  maka dibebani

untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
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Mengingat Pasal 9 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi  juncto Pasal 55 (1)  juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab

Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981

tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009

tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun

1985  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  Perubahan  Kedua  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  serta  peraturan  perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

− Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM

PADA KEJAKSAAN NEGERI CIMAHI tersebut;

− Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari  Jumat  tanggal  23  Desember  2022  oleh  Prof.  Dr.  Surya  Jaya,  S.H.,

M.Hum.,  Hakim  Agung  yang  ditetapkan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung

sebagai  Ketua  Majelis,  Dr.  Prim  Haryadi,  S.H.,  M.H.,  dan  Dr.  Sinintha

Yuliansih  Sibarani,  S.H.,  M.H.,  Hakim  Agung  dan  Hakim  Ad-Hoc Tindak

Pidana  Korupsi  pada  Mahkamah  Agung  sebagai  Hakim-Hakim  Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

serta  Bayuardi,  S.H.,  M.H.  Panitera  Pengganti  dengan tidak  dihadiri  oleh

Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.                                            Ketua Majelis,
t.t.d/  t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.                  Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
t.t.d/
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Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

                                  Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001
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